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Konstitusi "Tidak” Dimulai
di Mahkamah Konstitusi

"Silakan gugat ke
Mahkamah Konstilusi®
Pernvataan tersebut
sering kali disampaikan
oleh pembentuk
undang undang (pe
merintah dan atau DPR)
ketikka baru saja menge
sahkan scbuah ran
cangan undang undang
vang mendapatkan
perhatian luas dari
masvarakatl.

erbary. pernyataan ity disampai-
T an Wakil Menteri Hulkum Ed-
ward Omar Sharif iarie] meres-

pons kelompok masyarakat sipil vang
keberatan  terhadap  penges Un-
dang-Undang Polri (Selasa, %6/2026),
Senras hukum, tentu tok sda vang kelir,
Mahkamah Eonstitusi (ME) memang
alisel can [T 1945 sebagai forum
untulk momzuu knustu:uslotnhras- -
dang-undang. Setiap wargs negara yang
merasa hak konstitusionalnya ditugikan
berhak  mengajukan  pengujian un-
dang-undang ke ME

Namun, pers nyva Lidak berhenti
pada  kebenaron prosedural  tersebut.
FPernyataan “silakan pogat ke Mahkamah
Konstitusi® juga mencerminkan  cara
pandang fedentu mengenai hubungan
antara kekuasoan, buloum, dan konsti-
tusi. Disinilah letak persoalan yang lehih
mendasar, Schab, dalwn negara ok
yuny demokratis, konsl il -
harusova tidak dimulai ketika warga
negars mengajukan gugatan ke ME
Honstitusionalitas  sehoous, dimulal
jauh sebelum itu, yakni ketikes pemerin-
tab dan DPR menyusw, membahos, dan
mengesahkan suatu undang-unilbang.

Sclama ind, ME sering dipahami se-
hayii satu-sptunya penjaga konstitusi,
Fandangan tersebut tidak scpenubmya
tepat, Dalam tradisi konstitusionalisme
modern, sctiap lembaga negara scsung
guhnys merupakan penjaga konstitusi
pada bidang  kewenangannya  ma
sing-masing,  Presiden,  kementerian,
DPI hingsa lembaga-lembaga segara
Tainnya memiliki tangeung jawab yang
sanma untuk memastikan babwa seti
kehijakan dan produk hukom yang me-
reka hosilkan tidak bertentangan dengan
prinsip-prinsip kon S,

Karcna ita, ketika muancal kritik pub
Tik  terhadap  suatu mncangan an-

Nur Fa

Nzl
O founcer Asofy kebijobem Indoncsio

dang-undang, respons vang diha-
rapkan bukonlah sekadar me-
nuijuk  jalan  menuje K.
Respons yany lebih se
dengan  semangat  lonsti-
tusionalisme adalah men-
jelaskan alasan-alas
normatif yang melandasi |
pembentukan un- |
aang-umdanpg  tersebut,
Mengapa norma ita di-
perlukan? Apa kepen-
tingan publik yang |
hendak  dilindung?
Bogaimana  hok-hak |
WHrgs negars akan
tetap  dijaga Dan
mekanisme apd
vang tersedia untuk mencegah penya-
lahganaan kewenangan®

Pertanyaan-pertanyaan tersebut me-
rupakan bfgian dari laeging jawals
kenstitusional pembentuk undang-un-
dang. Kelika semua keberatan publik
diarahlan untuk diselesaikan melalui
Judieial review. terdapat kecenderungan
untuk memindahlar tggung  jawab
tersehut kepada hakim konstitosi, Kon-
stitusionalitas vang semestinga 1enjadi
Lewsjilan pembentul undang-undang
berubah menjadi beboan wargn negara
yumy harus diperjuangkan melalui pro-
S8 Lll:lg;n&],
Menyoal UU Polri

Mlasalah ini menjadi semakin penting
jikn dikaitkan dengan UL Polri Ke-
polisian merpakan institusi vang diberi
kewenangan keersit oleh negarn. Lem-
buaga ini memiliki kewenangan untuk

melokukan  penyelidikan,  penyidikar,
penangkapan. penshanan, peng@unaan

kckuatar. serta berbagal bentuk inter-
VEMSL VANE SecArd langsung memenga-
rihi kebcbasan warga negara. Karena
it seliap perluasan kewenangan atan
riig pengarah institusi kepolisian ha-
rus eliperfukukan secara hati-hati.

Lralam teori negoara bulouom modern,
semakin besar kebuasaan yang dimiliki
giata institusl. scmakin besar pula ke-
wijilen negars untuk membensrkan
dan membatasi pengrunam keluasaan
tersebut, Kekuasasn tidak pernab di-
anggap netral. Keluosaan sclalu e
ngandung potensi penyalahguinaan, Oleh
schab itu, prinsip dasor konstitusiona
lisme: awal adalah membangun
mekanisme agar keluasaon tidak ber
kembang tanpa batas,

Drari sudut pandang terscebut, perta
myaan masvarakat sipil mengenai moang
pencmpatan anggota Polrl di luoe in
stitugi kepolisian bukanlah bentuk e-
takutan vang erlebiban, Pertanyaan itu
Justro merupakan konsekuensi logis dari

‘T

prinsip pumh:\mmn kekuasaan.
Publik Teaer] mengetabui
Mengapa pe1lm<\m tersebut di-
erluk in, apa urgensiova, ba-

gainana mekanisme peng-
| awasanmya, serla bagai-
1 supremasi  sipil
| an dijaga.

toan balvaa pe-
e rn|s.ti.m anpgota Polri
tetap  harms  melalui
permintaan kemente-
rian  atau  lembaga
serla perselujuan
Kementerian PAN
dan KI5 memang
memberikan
penj n ol -
nistratif. Akan tetapi, penjelasan ad-
ministratif. berbeda dengan justifikasi
kenstitusional. Persealan vang diperde-
batkan masyarakat sipil bukan sema-
ta-mata soal prosedur penenmpatan per-
sonel, melainkan soal arah relasi antars
itusi keamanan dan institusi gipil
dalam ara clemakralis,

D titik inl. perscalaniva tidak gl
sebialar menysnghut s sehuah un-
ding-undang  Persoalaniyva  menyvang-
kut budava konstitusional. Dalam de-
mokrasi yong sehat, kritik publik terha-
dap rancangan undangundang dipa-
haimi sebagai bagian dari proses delibe-
rasi unluk mem perhaiki kualitas hukom.
Namun apabila setinp keberatan dij

wilh dengan kan gt ke Mahka-
mal Konstitusi”, maka demokrasi beri-
sikor hergeser dari ruang dislog menoju
ruang litigasi.

Biaya ditanggung warga negara

Alih-alih menjelaskan dan memper-
tanggungiawnbkan pilihan kebijalioamywa
kepada publik. pembentuk undang-un-
ding kerap cukup menunjukkan balvwa
ada mekanisme gogatan apabila publik
tidok sctuju. Akibotnya. kuaditas per-
debatan publik tak lagi divkar dari ke-
Eoatar argunen. tetapi dard kemampuan
membawa senghets ke pengadilan.
tidak scmua walsa nogara
wmber daye yang sama untuk
mengakscs lonstitusional.
Mengajukan fuedicial review membutub-
kann waktu. pengetahuan bukum, du
Kungan organisasi, dan hisya vang tidak
sedikit. Ketika mckanisoie pengitjian
konstitusional dijadikan jawshan ulama
atas kritik pu!JhJL nogara sccarn tidak
Tangsung memindshkan beban perdin-
dungan konstitusi kepada warga nogara
vang terdampak,

FPernyataan “silakan gugat ke Mab
kamah  Konstit juga mengihaikan
satu fakta mendasar. Scjak undang-un
adang disahkan dan divndangkan, s me-

nikmati presumption of constifurionality.
Muksudaya, norma tersebut langsung
mengikat warga negara. langsung melka-
hirkan skibat hukum, dan langsumyg da-
pat digunakan oleh negara.

Semenlara iy, proses pengujian di
ME membutuhkan waktu wvang tidak
cepal. Untuk menguji sualu undang-un-
dang, misalnya, dibutuhkan waktu ra-
rala enam bulan dard proses peng-
ajuan hingga putusan akhir dalam per-
kara yany dinilai perlu mendengarkan
pembentuk undong-undang dan  para
pihak terkail.

Akibaty kerugian  konstitusional
dapal terjadi jauh sebelum bakim men-
jatuhkan putusan, Bahkan ketiko suatu
norma pada akhirova dingatakan in-
konstitusional, kerugian yang telah tim-
bul sering kali tidak dapat dipulihkan
sepenuhnya {irveparable foron. Belum
IE erhadap putisan-puot usan yang per-
u tindak Janjut. Acap kali putusan ME
suclah zuds iksanannnva Lidak segera
diekselusi schelum '1d.am.1 aturan tu-
runan, pedoman, atau sekadar tdak sda-
nva peditical will vang mengatuar hal it

Di sini terbukli prsisi negars dan
warga negara tidak berada pada titik
wany seimbang Negsra dlapal segers
menggiitalkarn }\uwmnnqm1 g dibweri-
kan wundang-undang, sementara warga
negara harus terlebibh dahulu membulk-
tikan hal yang divjikan dengan heban
pengujion vang tentu tidak seimbang
[alam situasi demil . Jroediedol review
tak lagi sekadar instrumen perlindungan
hak, tetapi jugs menjadioarens vang
meinperlihatkan ketimpangan kapasitas
Anlara negsr Ban wards negamm.

ME tentu tetop meimiliki posisi vang
sangal penting [3 adalah pagar terskhir
vang menjagn agar produl legislasi tidak
menyimpanyg dar UL 1045,
pagar terakhir tidak boleh
alasan urluk mengabaikan pogar-pagar
scbelumnya,  Keberadoan MK tidak
menghapus tangiung jawsh pemerintdh
dan DPR untuk memastikan sejok awal
Bobhwi  undsng-umdang vang mereka
bentak  telah  selaras  dengan  prin-
sip-prinsip konstitusi.

Pada akbitnya, ukuran Kedewasaan
suatu megars hukum tidak hanya terletsk
pada tersedianya meKanisme _mdrrrr..’rn
view:, Lkuran yang lehih penting adalah
scejauh mana para pomegang kelauasaan
bersedia membatasi divinya sendiri se-
belum diminta oleh hakim. Konsritusi
tidak dimulai di roang sidang Mabka-
ol Konstimasi,. Konstitusi dimualai ke
tiks kekuvasaan menyadiari babwa ke-

woenapgannyva  selalu boras  dipertang
gungjawahkan arls WHTER  negara

vang menjadi sumber legitimaosi keka
asEAn it sendini
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